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Terpapar Radikalisme, Emak-Emak di Garut 
Cukup Bayar Rp25 Ribu Dijamin Masuk Surga
Kemenag Garut, bersama Pemda, MUI, 
Densus 88, dan para penyuluh agama, 
mendeklarasikan kembalinya warga 
yang terpapar paham radikal itu ke 
NKRI.

yang tidak mengakui WNI. Ibu 
tersebut tidak menjalankan sho-
lat sebagaimana ajaran guru-
nya. Ibu itu diminta membayar 
Rp25 ribu sebagai gantinya 
bahkan bisa masuk surga.

“Saat deklarasi 200 warga 
di Selatan itu, saya berbincang 
dengan seorang ibu, yang tidak 
mengakui sebagai WNI. Dia 
diajari gurunya tidak shalat. 
Sebagai gantinya, cukup mem-
bayar infak Rp 25.000. Dijamin 
akan selamat dan masuk surga. 
Ini merupakan pembodohan 
kepada umat,” tutur Cece.

Mereka berada di pelosok 
Garut selatan, yang hanya bisa 
dijangkau dengan naik ojek 
beberapa kali dan berjalan kaki. 
Ini menjadi tugas berbagai pi-
hak terkait untuk memberikan 
penyadaran kepada masyarakat 
yang mudah dibodohi itu. Ha-
rus terus menerus tanpa batas 
waktu.

Pada kesempatan itu, Cece 
memberikan penghargaan ke-
pada 10 tokoh agama dan to-
koh masyarakat yang berperan 
aktif, mengajak dan merangkul 
kembali warga terpapar radi-
kalisme ke pangkuan NKRI. 
 han

Garut memang dinamis dan 
luar biasa. Saya telah menjabat 
sebagai kepala Kantor Ke-
menag di 8 daerah di Jabar. Di 
Garut inilah saya merasakan 
sungguh luar biasa dinami-
kanya,” ujar Cece saat Dialog 
Kebangsaan bertema “Mem-
bangun Moderasi Beragama, 
Mengelola Keberagaman, 
Meneguhkan KeIndonesiaan”, 
dilansir dari jabar.go.kemenag.
go.id, Selasa (5/7).

Saat ini berbagai elemen 
di Garut bekerja sama untuk 
mengatasi persoalan radika-
lisme tersebut.  Pemkab Garut, 
Kemenag, para ulama, serta 
pihak keamanan terus berupaya 
menyadarkan warga yang me-
nyatakan diri bukan WNI, agar 
kembali ke pangkuan NKRI.

Beberapa hari lalu, Ke-
menag Garut, bersama pemer-
intah daerah, MUI, Densus 
88, dan para penyuluh agama, 
melaksanakan deklarasi kem-
balinya warga yang terpapar 
paham radikal itu ke NKRI. Ini 
sebuah langkah yang penting, 
hasil dari kerja sama berbagai 
pihak.

Ia mengatakan dirinya per-
nah berdiskusi dengan ibu-ibu 

tidak mengakui sebagai WNI 
karena ikut-ikutan dan diberi 
iming-iming masuk surga tanpa 
harus melaksanakan kewajiban 
syariat.

Menurut Kepala Kantor 
Kemenag Garut, Cece Hidayat, 
sebanyak 41 dari 42 kecamatan 
di kabupaten tersebut terpapar 
paham radikal. Menurutnya, 
situasi di Garut juga sangat 
dinamis.

“Fenomena yang terjadi di 

JAKARTA (IM) - Kan-
tor Kementerian Agama (Ke-
menag) Kabupaten Garut 
bersama pemerintahan setem-

pat terus berupaya merangkul 
kembali warga yang terpapar 
paham radikalisme.  Apalagi, 
banyak di antara mereka yang 
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RAPAT PARIPURNA DPR KE-27
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco 
Ahmad (kanan) menerima 
dokumen pandangan fraksi 
Gerindra dari Anggota DPR 
Fraksi Gerindra Susi Marleny 
Bachsin (kiri) yang disaksi-
kan oleh Wakil Ketua DPR 
Lodewijk Freidrich Paulus 
(tengah) saat rapat paripurna 
ke-27 masa persidangan V 
tahun 2021-2022 di Kompleks 
Parlemen, Senayan, Jakarta, 
Selasa (5/7). Rapat paripurna 
tersebut beragendakan pan-
dangan fraksi-fraksi terhadap 
RUU tentang pertanggung-
jawaban atas pelaksanaan 
anggaran pendapatan dan 
belanja negara TA 2021.

JAKARTA (IM) - De-
wan Pengawas (Dewas) 
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) menunda sidang 
perdana dugaan pelanggaran 
etik Wakil Ketua KPK, Lili 
Pintauli Siregar. Sidang yang 
semula diagendakan pada 
Selasa (5/7), namun  ditunda 
hingga Senin (11/7) pekan 
depan. 

“Majelis telah menunda 
sidang untuk dilanjutkan 
kembali hari Senin 11 Juli 
2022 jam 10.00 WIB,” kata 
Ketua Dewas KPK, Tumpak 
Hatorangan Panggabean saat 
dikonfi rmasi, Selasa (5/7).

Tumpak menjelaskan, 
alasan Dewas KPK menun-
da sidang perdana dugaan 
pelanggaran etik Lili. Sebab, 
Lili sebagai terlapor penerima 
gratifi kasi dari PT Pertamina 
berupa tiket nonton ajang 
balap MotoGP di Sirkuit 
Mandalika, tidak bisa hadir 
karena sedang berkegiatan 
di Bali.

“Sidang jadi, namun ada 
surat dari pimpinan yang 
menyatakan yang bersang-
kutan (Lili Pintauli Siregar) 
berhalangan dinas ke Bali 
menghadiri G20,” ujarnya. 

Untuk diketahui, Dewas 
KPK telah mengantongi ket-
erangan dari para saksi terkait 
laporan dugaan pelanggaran 
etik Lili Pintauli.  Dewas 
memutuskan melanjutkan 
laporan dugaan penerimaan 
gratifi kasi tiket nonton ajang 
balap MotoGP dengan ter-
lapor Lili Pintauli ke sidang 
etik.

Dalam laporannya, Lili 

diduga menerima tiket non-
ton ajang balap MotoGP di 
Sirkuit Mandalika Lombok 
dan fasilitas penginapan dari 
PT Pertamina. Tiket dan 
fasilitas penginapan tersebut 
merupakan bentuk gratifi kasi 
yang dilarang diterima oleh 
penyelenggara negara atau-
pun pimpinan KPK.

Plt Juru Bicara KPK, 
Ali Fikri sebelumnya rumor 
yang menyebut Lili berupaya 
menyuap Dewas KPK lewat 
pihak PT Pertamina. Na-
mun Ali yakin bahwa Dewas 
bertindak profesional dan 
transparan dalam memproses 
sidang etik dugaan gratifi kasi 
dengan terlapor Wakil Ketua 
KPK, Lili Pintauli Siregar.

KPK pun menghormati 
proses penegakan etik yang 
sedang dilakukan Dewas 
terhadap laporan dugaan 
gratifi kasi Lili.

Lili dilaporkan ke De-
was KPK karena diduga 
menerima gratifikasi dari 
PT Pertamina berupa tiket 
nonton ajang balap MotoGP 
di Sirkuit Mandalika.

“Pada prinsipnya KPK 
menghormati seluruh proses 
di Dewas sebagaimana tugas 
dan kewenangannya yang 
diatur dalam Pasal 37B UU 
KPK,” kata Ali melalui pesan 
singkatnya, Senin (4/7).

“KPK menyakini, setiap 
tahapan dilakukan secara 
profesional sesuai fakta dan 
penilaian Dewas. Hasilnya 
pun akan disampaikan ke-
pada masyarakat sebagai 
prinsip akuntabilitas dan 
transparansi,” ujarnya.  han

Sidang Etik Lili Pintauli Ditunda
hingga Pekan Depan, Ini Alasannya

JAKARTA (IM) - Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) mensinyalir adanya  
permintaan uang yang dilaku-
kan oknum direksi BUMN 
PT Amarta Karya. Dugaan 
ulah oknum direksi tersebut 
kemudian dikonfi rmasi pe-
nyidik KPK ke para pegawai 
PT Amarta Karya (AMKA) 
pada Senin (4/7).

Pegawai  PT Amar ta 
Karya yang diperiksa seb-
agai saksi tersebut yakni, Sy-
afriali yang menjabat sebagai 
Kepala Departemen Utang 
Piutang, Aristianto  meru-
pakan mantan Kepala PPIC 
dan Project Manager, Onih 
menjabat sebagai Kepala 
Departemen Keuangan, serta 
Rizal Fadillah  merupakan 
Kepala Seksi Akuntansi, 
Verifi kasi, dan Pajak.

“Saksi  hadir  semua. 
Dikonfirmasi tim penyi-
dik mengenai pengetahuan 
saksi soal dugaan adanya 
permintaan uang oleh oknum 
direksi di PT AK,” kata Plt 
Juru Bicara KPK, Ali Fikri 
melalui pesan singkatnya, 
Selasa (5/7).

Selain soal dugaan adanya 
permintaan uang dari oknum 
direksi, para pegawai PT 
Amarta Karya juga didalami 
ihwal modus subkontraktor 
fi ktif. Diduga, terdapat be-
berapa subkontraktor fi ktif  
di PT Amarta Karya yang 
merugikan keuangan negara.

“Didalami juga mengenai 
adanya beberapa subkon 
fi ktif  sebagai modus untuk 
menerima pembayaran pe-
kerjaan proyek,” ucap Ali.

Sekadar informasi, KPK 

kembali mengusut kasus 
baru yang berkaitan dengan 
proyek fi ktif  di Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN). Di-
duga, ada kerugian keuangan 
negara yang cukup besar ter-
kait proyek fi ktif  di BUMN 
tersebut.

Korupsi proyek fiktif  
tersebut diduga terjadi di PT 
Amarta Karya (AMKA) pada 
tahun 2018-2020. PT Amarta 
Karya (Persero) merupakan 
BUMN yang bergerak di bi-
dang konstruksi. KPK telah 
meningkatkan status perkara 
ini ke tingkat penyidikan 
setelah ditemukan bukti per-
mulaan yang cukup.

“Setelah selesai meng-
umpulkan bahan keterangan 
pada proses penyelidikan, 
saat ini KPK telah mening-
katkan proses penyidikan atas 
dugaan tindak pidana korupsi 
pengadaan proyek pada PT 
AK (Amarta Karya) tahun 
2018 – 2020,” ujar Ali.

“Modus operandi dalam 
perkara ini diduga adanya 
perbuatan melawan hukum 
terkait pelaksanaan proyek 
fi ktif  sehingga timbul keru-
gian keuangan negara,” 
ujarnya.

Sejauh ini  KPK be-
lum bersedia mengungkap 
identitas pihak yang sudah 
ditetapkan sebagai tersangka. 
Katanya, KPK akan mengu-
mumkan secara resmi pihak-
pihak yang telah ditetapkan 
tersangka serta konstruksi 
utuh perkara ini setelah ad-
anya proses penangkapan 
dan penahanan. Hal itu, ses-
uai dengan kebijakan baru 
pimpinan KPK.  mei

KPK Sinyalir Direksi BUMN 
PT Amarta Karya Sering Minta Duit

Cak Imin Dilaporkan ke MKD 
soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

JAKARTA (IM) - Wakil 
Ketua DPR RI Muhaimin Is-
kandar atau akrab disapa Cak 
Imin dilaporkan ke Mahkamah 
Kehormatan Dewan (MKD) 
DPR RI. Pelapornya adalah Re-
lawan Indonsesia Bersatu (RIB) 
pada hari Senin (4/7).

Wakil Ketua MKD DPR 
RI, Habiburokman pun mem-
benarkan informasi tersebut. 

Dia mendapat kabar dari sek-
retariat MKD ada surat pen-
gaduan yang ditujukan kepada 
Cak Imin.

“Atas dugaan pelanggaran 
kode etik terhadap persoalan 
rekomendasi Panja Vaksin 
DPR RI Komisi IX ke Ke-
menterian Kesehatan RI,” 
kata Habiburokhman kepada 
wartawan, Selasa (5/7).

Politikus Gerindra itu me-
nyampaikan bahwa MKD akan 
melakukan pemeriksaan ter-
hadap kelengkapan syarat-syarat 
formil aduan dalam waktu 14 
hari ke depan. “Kalau syarat 
formil terpenuhi baru kami 
bisa rapat membahas substansi 
aduan tapi kalau syarat formil tak 
terpenuhi ya kita gak bisa tindak 
lanjuti,” tandasnya.  han

JAKARTA (IM) - Pres-
iden Joko Widodo (Jokowi) 
menunjuk Menteri Dalam 
Negeri, Tito Karnavian seb-
agai Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Re-
formasi Birokrasi (PANRB) 
ad interim. Penunjukan ini 
dilakukan setelah Menteri 
PANRB Tjahjo Kumolo 
tutup usia pada Jumat, 1 Juli 
2022.

Penunjukan tersebut 
berdasarkan surat dengan 
nomor B-596/M/D-3/
AN.00.03/07/2022 yang 
ditandatangani oleh Menteri 
Sekretaris Negara, Menteri 
Dalam Negeri Muhammad 
Tito Karnavian menjabat 
sebagai Menteri PANRB ad 
interim pada 4-15 Juli 2022.

“Berkenaan dengan wa-
fatnya Menteri Pendayagu-
naan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi dengan 
hormat kami beri tahukan 
bahwa Bahwa bapak presiden 
berkenan menunjuk Menteri 
Dalam Negeri sebagai Men-
teri Pendayagunaan Apara-
tur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Ad Interim dari 
tanggal 4 sampai dengan 15 
Juli 2022,” demikian bunyi 
surat penunjukan tersebut.

Staf  Khusus Menteri 
Sekretaris Negara Faldo Mal-
dini menyatakan, penunjukan 
Tito Karnavian sebagai Men-
pan RB ad interim bertujuan 
untuk menjaga fungsi pemer-
intahan tetap berjalan. 

Menurutnya, menteri ad 
interim lazim muncul saat 
seorang sedang berhalangan 
seperti berkunjung ke luar 
negeri atau jatuh sakit. 

“Tujuannya menjaga 
fungsi pemerintahan tetap 
berjalan dalam periode yang 
sangat terbatas,” kata Faldo 
kepada wartawan, Selasa 
(5/7).

Ia mencontohkan, Men-
teri Pertanian Syahrul Yasin 
Limpo pernah menjadi Men-
teri Kelautan dan Perikanan 
ad interim selama seminggu, 
dan Menteri Perindustrian ad 
interim selama tiga hari. 

Kemudian, Menteri In-
vestasi Bahlil Lahadalia juga 
pernah jadi Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) ad interim saat 
Menteri ESDM Arifi n Tasrif  
positif  Covid-19. 

“Ini sangat biasa saja, 
tentu dengan mempertim-
bangkan berbagai faktor,” 
ujar Faldo.  han

Jokowi Tunjuk Tito Karnavian 
Jadi Menteri PANRB Ad Interim

JAKARTA (IM) - Pemer-
intah meminta Mahkamah 
Konstitusi (MK) menolak per-
mohonan uji materi Undang-
Undang (UU) Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan. UU 
tersebut digugat oleh seorang 
warga bernama E Ramos Pe-
tege yang beragama Katolik 
lantaran gagal menikah dengan 
kekasihnya yang beragama 
Islam. 

Direktur Jenderal Bimb-
ingan Masyarakat Islam Ke-
menterian Agama (Kemenag) 
Kamaruddin Amin menilai, 
UU Perkawinan yang berlaku 
tidak bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Kamaruddin yang  ha-
dir mewakili Menteri Agama 
Yaqut Cholil Qoumas dan 
Menteri Hukum dan HAM 
Yasonna Laoly, membacakan 
pandangan pemerintah dalam 
rapat 6 Juni 2022 lalu. 

“Menolak permohonan 
pengujian pemohon untuk 
seluruhnya. Atau setidak-tida-
knya menyatakan permohonan 
pengujian pemohon tidak 
dapat diterima (niet ontvan-
kelijk verklaard),” ujar Ka-
maruddin dikutip dari risalah 
sidang pada Selasa (5/7).

Komaruddin mengatakan, 
dalil yang diajukan pemohon 
adalah hak asasi manusia yang 
pelaksanaannya tidak boleh 
dihambat oleh negara. Dalam 
konteks itu, setiap orang yang 
ingin melangsungkan perkawi-
nan, baik beda agama maupun 
tidak, harus diperlakukan se-
cara sama atau tidak diskrimi-
natif.

Namun menurut  Koma-
ruddin, Pemerintah menolak 
dalil tersebut dengan sejum-
lah alasan. Misalnya, keten-
tuan dalam Pasal 2 dan Pasal 
8 huruf  f  disebutkan bahwa 
Undang-Undang Perkawinan 
memberikan rasa keadilan dan 
kepastian hukum bagi setiap 
pemeluk agama dan keper-
cayaan untuk melangsungkan 
perkawinan sesuai hukum 
agama dan kepercayaannya 
yang dianut. 

Sebab, agama dan keper-
cayaan yang ada di Indonesia 
berbeda-beda. Dengan demiki-

an, tidak mungkin disamakan 
suatu hukum perkawinan 
menurut satu hukum agama 
dan kepercayaan.

Kemudian, terdapat bebera-
pa landasan hukum perkawinan 
dari masing-masing agama dan 
kepercayaan yang mengatur 
mengenai larangan perkawinan 
beda agama. Misalnya, larangan 
perkawinan beda agama menu-
rut agama Islam. 

“Dalam Islam, terkait la-
rangan pernikahan beda agama 
termuat dalam Al Quran, hadis 
Rasulullah SAW, maupun kai-
dah fi kih,” papar Kamaruddin.

Selain itu, apabila diatur 
adanya hukum perkawinan 
semua agama dan kepercayaan 
yang ada di Indonesia dalam 
satu hukum perkawinan menu-
rut satu hukum agama dan 
kepercayaan, tentunya akan 
menimbulkan diskriminasi 
bagi setiap pemeluk agama dan 
kepercayaan lainnya dalam 
melangsungkan perkawinan. 

Lebih lanjut, kata Kama-
ruddin, setiap pemeluk agama 
dan kepercayaan yang taat 
tentu tidak akan menyimpangi 
hukum perkawinan yang diatur 
dari agama dan kepercayaan 
yang dianutnya tersebut. 

Dalam gugatannya, Ramos 
menyatakan bahwa jalinan as-
maranya kandas karena dirin-
ya dan kekasihnya memeluk 
agama dan keyakinan yang 
berbeda, sehingga tidak bisa 
melangsungkan perkawinan

Menurutnya, UU Perkawi-
nan tidak memuat aturan jelas 
mengenai perkawinan beda 
agama. Ketidakpastian itu, kata 
Ramos, telah melanggar hak-
hak konstitusionalnya. 

“Hal ini tentunya menye-
babkan pemohon kehilangan 
kemerdekaannya dalam meme-
luk agama dan kepercayaan-
nya karena apabila hendak 
melakukan perkawinan adanya 
paksaan salah satunya untuk 
menundukan keyakinan, serta 
juga kemerdekaan untuk dapat 
melanjutkan keturunan melalui 
membentuk keluarga yang di-
dasarkan pada kehendak bebas 
yang mulia,” bunyi petikan 
permohonan yang dilansir dari 
lama resmi MK RI.  han

Pemerintah Minta MK Tolak Uji Materi 
UU Perkawinan Soal Nikah Beda Agama


